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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Laporan Kinerja RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo Tahun 2025, 

merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja 

Direktur beserta jajarannya kepada Bupati dan seluruh pemangku 

kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu 

Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja 

pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. 

Untuk mendukung visi Bupati “Mewujudkan kabupaten Ponorogo hebat 

(harmonis, elok, bergas, amanah, dan taqwa)” serta melaksanakan misi kedua 

yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 

dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya, maka untuk 

mencapai misi tersebut RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo menetapkan sasaran 

strategis : peningkatan kualitas layanan RSUD. 

Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan 

indikator kinerja utama sebagai alat pengukuran kinerja yaitu : 

1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan RS 

2. Indeks Kesembuhan 

Pada tahun 2025 hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo dapat dirinci sebagai berikut (1) Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS terealisasi 86,83 dan (2) 

Indeks Kesembuhan terealisasi 93,45% 

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi 

anggaran belanja sebesar Rp 205.903.909.683,00 dan terealisasi sebesar Rp 

198.454.446.243,51 (96,28%) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun 

dalam rangka upaya mewujudkan good governance. SAKIP merupakan 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi 

pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja 

pada setiap tahunnya. 

Setiap unit teknis yang merupakan unsur penyelenggaraan 

pemerintah negara, wajib memberikan Laporan Kinerja yang merupakan 

dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun 

dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka RSUD Dr. Harjono 

S. Kabupaten Ponorogo perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara akuntabel dan 

transparan. 

 
B. GAMBARAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2025 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan pada sub urusan upaya kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, gawat darurat, dan melaksanakan upaya rujukan. 

Dalam melaksanakan tugasnya RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 

sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 
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b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui 

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai 

kebutuhan medis; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan; dan 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 

teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan. 

 

1. Organisasi RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 

Susunan Organisasi RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo, 

terdiri dari : 

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari : 

1. Bidang Pelayanan Medis, membawahi kelompok jabatan 

fungsional; 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi kelompok 

jabatan fungsional; 

3. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi kelompok 

jabatan fungsional; 

c. Wakil Direktur Penunjang, terdiri dari : 

1. Bagian Penunjang Medis, membawahi kelompok jabatan 

fungsional; 

2. Bagian Penunjang Non Medis, membawahi kelompok 

jabatan fungsional; 

3. Bagian Umum, membawahi kelompok jabatan fungsional; 

d. Wakil Direktur Administrasi, terdiri dari : 

1. Bagian Keuangan, membawahi kelompok jabatan 

fungsional; 

2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan, 

membawahi kelompok jabatan fungsional; 

3. Bagian Perencanaan, membawahi kelompok jabatan 

fungsional; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Instalasi. 
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a) Direktur 

  Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun 

kebijakan strategis, membina, mengkoordinasikan dan 

mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang 

rumah sakit. 

 

b) Wakil Direktur Pelayanan 

Wakil Direktur Medik mempunyai tugas menyusun program 

dan kebijakan strategis di bidang pelayanan medis, pelayanan 

keperawatan kebidanan, hubungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Direktur Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Perencanaan program pelayanan medis, pelayanan 

keperawatan kebidanan, hubungan masyarakat; 

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan medis, 

pelayanan keperawatan kebidanan, hubungan masyarakat 

c) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan termasuk instalasi 

terkait; 

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan 

medis pelayanan keperawatan kebidanan, hubungan 

masyarakat; 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Wakil Direktur Medik, terdiri dari : 

a. Bidang Pelayanan Medis; 

b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan 

c. Bidang Hubungan Masyarakat. 

 

c) Wakil Direktur Penunjang 

Wakil Direktur Penunjang mempunyai tugas menyusun 

program dan kebijakan strategis di bidang penunjang medis dan 

penunjang non medis serta urusan umum. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Penunjang 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan program di bidang penunjang medis, penunjang 

non medis dan umum tata usaha rumah tangga; 
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b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang penunjang 

medis, penunjang non medis dan umum tata usaha rumah 

tangga; 

c) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan termasuk instalasi 

terkait; 

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang 

penunjang medis, penunjang non medis dan umum tata usaha 

rumah tangga; 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur; 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Wakil Direktur Penunjang, terdiri dari : 

a. Bagian Penunjang Medis; 

b. Bagian Penunjang Non Medis; 

c. Bagian Umum. 

 

d) Wakil Direktur Administrasi  

Wakil Direktur Administrasi mempunyai tugas menyusun 

program dan kebijakan strategis di bidang perbendaharaan, 

perdapatan, akuntansi dan verifikasi, Sumber Daya Manusia, 

Pendidikan Pelatihan, perencanaan, data, evaluasi dan 

pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Administrasi 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan program keuangan, sumber daya manusia, 

pendidikan pelatihan dan perencanaan; 

b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada keuangan, sumber 

daya manusia, pendidikan pelatihan dan perencanaan; 

c) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan instalasi terkait; 

d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perencanaan 

dan pemasaran, serta keuangan; 

e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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e) Bidang Pelayanan Medis 

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas di bidang 

pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus dan rawat inap. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Medis 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis bidang pelayanan medis jalan dan khusus serta rawat 

inap; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

bidang pelayanan medis rawat jalan dan khusus serta rawat 

inap; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan program bidan pelayanan 

medis rawat jalan dan khusus serta rawat inap; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi terkait 

pelayanan medis meliputi: perencanaan penganggaran, 

pemenuhan sarana prasarana, SDM, mutu layanan, standar 

pelayanan dan monitoring serta evaluasi sebagai tugas 

pendelegasian/pelimpahan di bidang pelayanan medis; 

e) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelayanan 

medis rawat jalan dan khusus serta rawat inap; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis rawat 

jalan dan khusus serta rawat inap; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

f) Bidang Pelayanan Keperawatan 

Bidang pelayanan Keperawatan mempunyai tugas di 

bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan, rawat jalan, 

rawat khusus dan rawat inap. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Keperawatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang pelayanan keperawatan dan 

kebidanan rawat jalan dan khusus serta rawat inap; 
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b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan rawat jalan 

dan khusus serta rawat inap; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pelayanan 

keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan khusus serta 

rawat inap; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi terkait 

pelayanan keperawatan dan kbidanan meliputi : 

perencanaan penganggaran, pemenuhan sarana prasarana, 

SDM, mutu layanan, standar pelayanan dan monitoring serta 

evaluasi sebagai tugas pendelegasian/pelimpahan bidang 

pelayanan keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan 

khusus serta rawat inap; 

e) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan bidang 

pelayanan keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan 

khusus serta rawat inap; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan 

keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan khusu serta 

rawat inap; dan 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

g) Bidang Hubungan Masyarakat 

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas di bidang 

pelayanan hubungan masyarakat termasuk didalamnya 

pemasaran rumah sakit. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Hubungan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis di Bidang Hubungan Masyarakat termasuk didalamnya 

pemasaran rumah sakit; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

Bidang Hubungan Masyarakat termasuk didalamnya 

pemasaran rumah sakit; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan program Bidang Hubungan 

Masyarakat termasuk didalamnya pemasaran rumah sakit; 
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d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi terkait 

hubungan masyarakatt ermasuk didalamnya pemasaran 

rumah sakit meliputi: perencanaan penganggaran, 

pemenuhan sarana prasarana, SDM, mutu layanan, standar 

pelayanan dan monitoring serta evaluasi sebagai tugas 

pendelegasian/ pelimpahan dibidang hubungan masyarakat; 

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan bidang 

Pelayanan hubungan masyarakat termasuk didalamnya 

pemasaran rumah sakit; 

f) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Masyarakat; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

h) Bagian Penunjang Medis 

Bagian Penunjang Medis mempunyai tugas dibagian 

pelayanan penunjang medis. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Penunjang Medis 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis dibagian penunjang medis; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

bagian penunjang medis; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan program bagian penunjang 

medis; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi terkait 

pelayanan penunjang medis meliputi: perencanaan 

penganggaran, pemenuhan sarana prasarana, SDM, mutu 

layanan, standar pelayanan dan monitoring serta evaluasi 

sebagai tugas pendelegasian/pelimpahan dibagian 

penunjang medis; 

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan bagian 

penunjang medis; 

f) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas bagian penunjang medis; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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i) Bagian Penunjang Non Medis 

Bagian Penunjang Non Medis mempunyai tugas dibagian 

Pelayanan penunjang non medis. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penunjang Non 

Medis menyelenggarakan fungsi :  

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis dibagian penunjang non medis; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

bagian penunjang non medis; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan program bagian penunjang 

nonmedis; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalas iterkait 

pelayanan penunjang medis meliputi: perencanaan 

penganggaran, pemenuhan sarana prasarana, SDM, mutu 

layanan, standar pelayanan dan monitoring serta evaluasi 

sebagai tugas pendelegasian/pelimpahan dibagian penunjang 

non medis; 

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan bagian 

pelayanan penunjang non medis; 

f) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas bagian pelayanan penunjang 

non medis; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
j) Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas dibidang tata usaha dan 

rumah tangga, perlengkapan dan aset, hukum dan kerjasama. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis tatausaha, rumah tangga, perlengkapan, aset, hukum 

dan kerjasama; 

b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis tatausaha, rumah tangga, perlengkapan, aset, 

hukum dan kerjasama; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi dibawah 

bagian umum terkait tata usaha, rumahtangga, 
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d) Perlengkapan, aset, hukum dan kerjasama; 

e) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata usaha, rumah 

tangga, perlengkapan, aset, hukum dan kerjasama; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas tata usaha, rumahtangga, 

perlengkapan, aset, hukum dan kerjasama; dan 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

k) Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas dibidang 

perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan verifikasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan verifikasi; 

b) Mengkoordinasikan rencana program dan petunjuk teknis 

perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan verifikasi; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, 

pendapatan, akuntansi dan verifikasi; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi dibawah 

Bagian Keuangan terkait perbendaharaan, pendapatan, 

akuntansi dan verifikasi; 

e) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 

perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan verifikasi; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas perbendaharaan, pendapatan, 

akuntansi dan verifikasi; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

l) Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan 

Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan 

mempunyai tugas dibidang pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Dan Pendidikan Pelatihan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : 
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a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis dibidang Sumber Daya Manusia dan pendidikan 

pelatihan; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

administrasi sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sumber daya 

manusia dan pendidikan pelatihan; 

d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sumber Daya 

Manusia dan pendidikan pelatihan;dan 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

m) Bagian Perencanaan 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas dibidang 

perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan. Dalam 

melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan menyelenggarakan 

fungsi : 

a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 

teknis dibidang perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan; 

b) Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis 

perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan; 

c) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data, 

evaluasi dan pelaporan; 

d) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi dibawah 

Bagian Perencanaan dan Pemasaran terkait perencanaan, 

data, evaluasi dan pelaporan; 

e) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahannya; 

f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, 

data, evaluasi dan pelaporan; 

g) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan, data, evaluasi 

dan pelaporan; 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur 

Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

n) Kelompok Jabatan Fungsional  

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 
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masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

o) Instalasi 

Instalasi adalah unit fasilitas pelayanan yang 

melaksanakan fungsi tertentu dalam pelayanan medis, 

pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan 

nonmedik, dan pelayanan administrasi dari keuangan.
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STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO 
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Personil 

Sumber Daya Manusia pada RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 

sejumlah 883 orang yang terdiri dari 692 ASN dan 191 non ASN dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Menurut Golongan Kepangkatan 

PNS : 

 a. Golongan IV : 63 Orang 

 b. Golongan III : 312 Orang 

 c. Golongan II : 104 Orang 

 d. Golongan I : 0 Orang 

 PPPK : 

 a. Golongan XVII : 0 Orang 

 b. Golongan XVI : 0 Orang 

 c. Golongan XV : 0 Orang 

 d. Golongan XIV : 0 Orang 

 e. Golongan XIII : 0 Orang 

 f. Golongan XII : 0 Orang 

 g. Golongan XI : 0 Orang 

 h. Golongan X : 0 Orang 

 i. Golongan IX : 71 Orang 

 j. Golongan VIII : 0 Orang 

 k. Golongan VII : 136 Orang 

 l. Golongan VI : 0 Orang 

 m. Golongan V : 5 Orang 

 n. Golongan IV : 0 Orang 

 o. Golongan III : 1 Orang 

 p. Golongan II : 0 Orang 

 q. Golongan I : 0 Orang 

 Honorer/Non PNS  : 191 Orang 

  Jumlah : 883 Orang 

 
 

 

C. ISU STRATEGIS 

Isu strategis merupakan permasalahan yang dihadapi pada tahun 

2025 yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum 

permasalahan yang masih dihadapi antara lain : 

2) Menurut Pendidikan 

 a. Strata 3 : 0 orang 

 b. Strata 2 : 65 orang 

 c. Strata 1/D4 : 339 orang 

 d. Diploma : 345 orang 

 e. SMA : 132 orang 

 f. SMP : 2 orang 

 g. SD : - orang 

  Jumlah : 883 orang 
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1. Indeks Kesembuhan RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo pada tahun 

2025 tidak mencapai target dikarenakan kasus kematian terbesar 

dialami oleh pasien dengan kasus penyakit cerebral infarction, 

stroke dan gagal ginjal kronik. 

2. Tingginya persaingan dalam bisnis pelayanan kesehatan di 

Ponorogo. Banyaknya fasilitas layanan kesehatan swasta yang 

berkembang baik rumah sakit maupun klinik kesehatan yang 

menjadi mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan di Ponorogo 

dan sekitarnya.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

A. RENCANA STRATEGIS SKPD 

1. VISI 

Visi merupakan visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam 

dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029. Dokumen RPJMD 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen jangka 

menengah Kabupaten Ponorogo yang menjabarkan suatu 

perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses penetapan 

ke mana arah Kabupaten Ponorogo akan dikembangkan, apa yang 

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana 

mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar 

tujuan tercapai. 

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 

2025-2029 adalah sebagai berikut : 

Visi : 

"Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, 

Bergas, Amanah, dan Taqwa)” 

2. MISI 

Misi merupakan penjabaran dari visi. Kepala Daerah 

menetapkan 4 (empat) misi untuk mencapai visi tersebut. RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo termasuk pada misi kedua yaitu :  

Misi 2, “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan 

pembangunan budaya”. 

3. TUJUAN 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan 

RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo adalah: 

“Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima” 
4. SASARAN 

Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu 

tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai RSUD Dr. Harjono S. 

Kabupaten Ponorogo adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan RSUD 

Dr. Harjono S. Ponorogo”. 
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5. INDIKATOR KINERJA 

Indikator merupakan alat untuk mengukur kinerja atau 

pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu 

pada Renstra RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo yang telah 

dilakukan reviu setelah pendampingan dengan Kementerian 

Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, yaitu : 

Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Utama dan Target 2025 

No Indikator Kinerja Utama Target 2025 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

pelayanan RS 

78 

2. 

 

Indeks Kesembuhan 95,5% 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dijadikan acuan 

untuk mengukur kinerja RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dan 

melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Perjanjian Kinerja RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 memuat indikator kinerja 

dari direktur di rumah sakit seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  

1 2 3 4 

1 Peningkatan kualitas 
layanan RSUD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) terhadap 

pelayanan RS  

78 

  Indeks Kesembuhan 95,5% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Laporan Kinerja RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2025 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat di awal tahun 2025. Kinerja 

RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo tergambar dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai berhasil 

atau tidaknya program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja 

mencakup penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator 

Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.  

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada 

sasaran, menggunakan skala pengukuran 2 (dua) katagori sebagai 

berikut 

Tabel 3.1 
Skala Pengukuran Capaian Kinerja 

 

No Rentang  Capaian Kategori Capaian 

A Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS 

1 81,26 – 100 Sangat baik 

2 62,51 – 81,25 Baik 

3 43,76 – 62,50 Kurang baik 

4 25 – 43,75 Tidak baik 

B Indeks Kesembuhan 

1 Lebih dari 85% Sangat Berhasil 

2 70% sampai dengan 85% Berhasil 

3 55% sampai dengan 70% Cukup 

4 Kurang dari 55% Kurang 

 

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat 

keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara 
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membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja 

yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap 

indikator ada dua macam : Indikator bermakna positif, artinya : jika 

semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya 

semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan 

rumus : 

Realisasi 
                                           --------------- x 100% 

Target 
 

Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti 

semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi 

semakin baik kinerjanya, dengan menggunakan rumus : 

Target – (Realisasi – Target) 
                            ------------------------------------------- x 100% 

Target 
 
 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 disajikan pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 
Pencapaian Perjanjian Kinerja RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo 

Tahun 2025 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
2025 (%) 

1 2 3  4 5 6 

1 Peningkatan 
kualitas 
layanan 
RSUD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan 

RS 

  

78 86,83 111,31% 

    Indeks Kesembuhan  95,5% 93,45% 97,86% 

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang 

pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang 

ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

Capaian sasaran Peningkatan kualitas layanan RSUD diukur 

dengan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.3 

Pencapaian Kinerja 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Peningkatan 
kualitas 
layanan RSUD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan RS 

78 86,83 111,31% 

 Indeks Kesembuhan 95,5% 93,45% 97,86% 

Rata-rata capaian   104,59% 

 
Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 

Sasaran 
Strategis 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
kinerja 

Th. 2024(n-1) Th. 2025 (n) 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Peningkatan 

kualitas 

layanan 

RSUD 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

terhadap 

pelayanan 

RS 

78 81,19 104,09% 78 86,83 111,31% 

 Indeks 

Kesembuhan 

95,5% 93,36% 97,76% 95,5% 

 

93,45% 97,86% 

 
Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target 

Akhir 

Renstra 

Realisasi 
Tingkat 

Kemajuan 

Peningkatan 
kualitas 
layanan RSUD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan 

RS 

78 86,83 111,31% 

 Indeks Kesembuhan 95,5% 93,45% 97,86% 

 

Tabel 3.6 

Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Standar 

Nasional 
Realisasi Ket 

Peningkatan 
kualitas layanan 
RSUD 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) terhadap 

pelayanan RS 

- 81,26-100 

(Sangat baik) 

- 62,51-81,25 

(Baik) 

86,83 Sangat Baik 
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Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Standar 

Nasional 
Realisasi Ket 

 Indeks 

Kesembuhan 

- 93,45% - 
 

 

Tahun 2025 target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

pelayanan RS sebesar 78 dan terealisasi 86,83 dengan persentase 

capaian sebesar 111,31% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dari skala 

pengukuran capaian kinerja, untuk indikator Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS mencapai kategori Sangat 

Baik. 

Tahun 2025 target Indeks Kesembuhan sebesar 95,5% dan 

terealisasi 93,45% dengan persentase capaian sebesar 97,86%. Dengan 

capaian indeks kesembuhan sebesar 93,45% ini memberi makna 

pelayanan yang diberikan rumah sakit terhadap pasiennya sangat 

berhasil. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 

sebelumnya.  

 

Faktor Penentu Keberhasilan 

Faktor-faktor penentu keberhasilan sasaran peningkatan kualitas 

layanan RSUD dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut : 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit masih ada yang  

belum sesuai dengan standar rumah sakit kelas B secara bertahap 

telah diupayakan dicukupi melalui sumber dana BLUD. 

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah 

sakit karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien.  

3. Meningkatnya fasilitas pelayanan berupa sarana prasarana untuk 

mendukung pelayanan. 

4. Adanya inovasi - inovasi baru yang diciptakan unit layanan dan unit 

pendukung di rumah sakit sehingga memudahkan pasien dalam 

mengakses pelayanan maupun dalam menerima layanan yang ada. 

 
Permasalahan 

Secara umum, permasalahan yang memberikan pengaruh besar 

terhadap penurunan Indeks Kesembuhan pada tahun 2025 adalah : 

a. Komplikasi medis : beberapa pasien mengalami komplikasi medis 

yang mempengaruhi proses kesembuhan mereka, terutama jika 

kondisi kesehatan mereka sudah kompleks. 
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b. Kurangnya sumber daya: rumah sakit kekurangan sumber daya 

seperti peralatan medis, penunjang medis atau tenaga medis 

sehingga tidak dapat memberikan perawatan yang optimal kepada 

pasien. 

 

Solusi terhadap permasalahan 

Rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah 

sebagai berikut : 

a. Memastikan akses yang lebih mudah bagi pasien untuk mendapatkan 

perawatan medis yang tepat waktu dan berkualitas dengan : 

a. Mengembangkan layanan instalasi rawat jalan berupa poliklinik 

spesialis maupun sub spesialis 

b. Mengembangkan layanan hemodialisa 

c. Mengembangkan layanan laboratorium terpadu 

d. Mengembangkan pelayanan kanker 

e. Mengembangkan pelayanan jantung 

f. Mengembangkan pelayanan stroke 

g. Mengembangkan pelayanan uronefrologi 

h. Mengembangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak 

i. Mengembangkan layanan gastrohepatologi 

j. Mengembangkan layanan respirasi dan tuberculosis 

k. Mengembangkan layanan diabetes militus 

l. Mengembangkan layanan penyakit infeksi emerging 

m. Mengembangkan layanan kesehatan jiwa 

b. Pelatihan Tenaga Medis 

Dengan pemberian pelatihan dan pendidikan yang lebih baik kepada 

tenaga medis dapat meningkatkan kualitas perawatan dan 

penanganan medis dan meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan dalam menangani kasus-kasus medis yang kompleks. 

c. Edukasi Pasien 

Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya 

kepatuhan terhadap perawatan medis, pengobatan, dan protokol 

kesehatan. 

d. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan 

Melakukan evaluasi rutin terhadap proses perawatan dan 

mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan 

evaluasi tersebut.



 

22 
 

B. REALISASI ANGGARAN 

Perincian anggaran RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.7 

Realisasi Belanja RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo Tahun 2025 

No Uraian 

Belanja 

Anggaran Realisasi % 

1. Belanja Modal APBD - DAK 20.000.000.000,00 19.461.888.500,00  97,31  

2. Belanja Pegawai BLUD 79.047.035.490,00 78.708.384.863,60  99,57  

3. Belanja Barang dan Jasa BLUD 83.221.892.376,00 78.405.295.275,00  94,21  

4. Belanja Modal BLUD 22.494.928.817,00 20.738.825.522,00  92,19  

5. Belanja Bunga 1.140.053.000,00 1.140.052.082,91  100,00  

 Jumlah 205.903.909.683,00  198.454.446.243,51  96,38  

 

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp 205.903.909.683,00 dan dapat direalisasikan sebesar 

Rp 198.454.446.243,51 dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.449.463.439,49. 
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Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3.8 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

Sasaran / 
Program 

Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian 
Rata-rata 
Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Peningkatan 

kualitas 

layanan 

RSUD 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) terhadap 

pelayanan RS 

78 86,83 111,31% 104,59% 205.903.909.683,00  198.454.446.243,51  96,38% 

 Indeks 

Kesembuhan 

 

95,5% 93,45% 97,86%     

 

Dari tabel 3.8 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Dr. Harjono S. 

Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.9 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No. Sasaran Indikator Sasaran 
% 

Capaian 

Kinerja 

% 
Penyerapan 

Anggaran 

% 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 

1. Peningkatan 

kualitas 

layanan 

RSUD 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

terhadap 

pelayanan RS 

104,59 96,38 8,21 

  Indeks 

Kesembuhan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo tahun 2025 

merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja 

kepada Bupati, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait 

langsung maupun tidak langsung, dan sebagai sumber informasi untuk 

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Beberapa 

perbaikan mendasar masih harus dilakukan terhadap seluruh 

komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran 

organisasi. 

Tahun 2025 hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo dapat dirinci sebagai berikut (1) Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS terealisasi 86,83  

(2) Indeks Kesembuhan terealisasi 93,45%. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja RSUD Dr. 

Harjono S. Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi 

anggaran belanja sebesar Rp 205.903.909.683,00 dan terealisasi 

sebesar Rp 198.454.446.243,51 atau 96,38% 

Dari persentase capaian kinerja dan persentase realisasi 

anggaran diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,21%. 

Adanya capaian yang belum sesuai target yang diharapkan akan 

dilakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus agar tujuan 

terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima dapat terwujud di masa 

mendatang. 

B. SARAN 

 Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025 

untuk peningkatan kualitas layanan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 

Ponorogo agar menjadi semakin efektif dan efisien adalah sebagai 

berikut : 



FITA-RENGRAM
STEMPEL RSUD 2
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

Sesuai Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat 

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan; 

b. Pengkoordinasian rencana program dan petunjuk teknis perencaan, data, 

evaluasi dan pelaporan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data, evaluasi dan 

pelaporan; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi dibawah Bagian 

Perencanaan dan Pemasaran terkait perencanaan, data, evaluasi dan 

pelaporan; 

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas baawahannya; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, data, evaluasi 

dan pelaporan; 

g. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan, data evaluasi dan pelaporan; 

h. Pelaksanaan tuga lain yang diberikan oleh Wakitl Direktur Administrasi sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

B. STRUKTUR JABATAN 
Gambar 1.2 

Struktur Organisasi Bagian Perencanaan 

RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 
A. PERJANJIAN KINERJA 

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala 

Bagian Perencanaan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo tanggal 23 

Oktober 2025 dengan sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen 

perencanaan.  

Indikator dan target yang akan dicapai Kepala Bagian Perencanaan Tahun 

2025 disajikan dalam tabel seperti dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Sasaran, Indikator dan Target Kepala Bagian Perencanaan 

 

NO. 
SASARAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

1. Meningkatnya pengelolaan 

manajemen perencanaan  

1

.

Prosentase jumlah 

pelaporan perencanaan 

yang tersusun 

100% 

 
B. CAPAIAN KINERJA 

 Capaian kinerja Kepala Bagian Perencanaan RSUD Dr. Harjono S. 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan 

didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja 

untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen 

Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk 

memberikan penilaian tingkat capaian kinerja sasaran, menggunakan 

pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2.2 
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja 

 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 85 % Sangat Berhasil 

3 70 % sampai dengan 85 % Berhasil 

2 55 % sampai dengan 70 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

   
Adapun capaian kinerja Kepala Bagian Perencanaan RSUD Dr. Harjono S. 
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Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut : 

Tabel 2.3 
Capaian Kinerja 

 

No 
Sasaran Program 

/ Kegiatan 
Indikator 
Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya 

pengelolaan 

manajemen 

perencanaan 

 

Prosentase jumlah 

pelaporan 

perencanaan yang 

tersusun 

100% 100% 100% 

 
C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Sasaran yang akan dicapai Kepala Bagian Perencanaan pada Tahun 

2025 sejumlah 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan manajemen 

perencanaan dengan 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut: 

Capaian indikator kinerja Prosentase jumlah pelaporan perencanaan yang 

tersusun dengan analisa sebagai berikut : 

 

 

 

Dokumen yang disusun yang dipakai sebagai dasar indikator, 

diantaranya : 

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025; 

b. Rencana Kerja/Renja Tahun 2025; 

c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025; 

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025; 

e. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025; 

f. LPPD/LKPJ Tahun 2025; 

g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025; 

h. Pengukuran Kinerja per Triwulan Tahun 2025; 

Penganggaran di RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo sebagai 

SKPD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dirinci dalam 1 (satu) program 

dan 1 (satu) kegiatan, sehingga anggaran yang dikelola oleh Kepala Bagian 

Perencanaan mengacu pada tugas Kepala Bagian Perencanaan selaku Pejabat 

Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dengan anggaran yang dikelola berdasarkan 
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penggeseran terakhir setelah DPPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp 

922.741.734,00 terealisasi sebesar Rp 576.140.650,00 atau capaian 

anggarannya 62,44%. 

Penghitungan didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 

anggaran 2025 dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan 

dalam DPPA / penggeseran maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi 

anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut : 

Tabel. 2.4 

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025 
 

NO BELANJA ALOKASI (RP) REALISASI (RP) PROSENTASE 

1. Belanja Barang Dan Jasa 

BLUD 
78.000.000,00 59.875.850,00 76,76% 

2. Belanja Modal Peralatan 

Dan Mesin BLUD 
844.741.734,00 516.264.800,00 61,12% 

JUMLAH 922.741.734,00 576.140.650,00 62,44% 

 
Dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 62,44% 

menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Berhasil”. 

Ada beberapa hal yang dapat disampaikan terkait adanya peningkatan capaian/ 

prosentase realisasi anggaran belanja dibandingkan tahun sebelumnya, 

diantaranya : 

1. Koordinasi yang baik kepala bagian selaku pejabat pelaksana teknis 

kegiatan dengan staf pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya. 

2. Tindakan yang cepat dan tepat dalam mengelola anggaran (salah satunya 

penggeseran anggaran) berkaitan dengan kebutuhan untuk kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 
D. RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang 

dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran 

kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi : 

1. Peningkatan koordinasi antar lini melalui rapat-rapat koordinasi internal untuk 

penyelesaiaan permasalahan terkait dengan penyelesaian pekerjaan. 

2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan 

permasalahan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
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E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bagian 

Perencanaan RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo menggunakan metode 

penilaian checklist. 

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung 

 Laporan kurang baik 

 Laporan sudah baik 

 Laporan diperbaiki 

 Realisasi diteliti ulang 

 Capaian diteliti ulang 

 Lain-lain ................................................................................ 
.............................................................................................. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN 

Analis SDM Aparatur Ahli Muda RSUD Harjono S Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

1. menyusun dan mengelola data kepegawaian;  

2. menyiapkan bahan dan memproses usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, 

bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian;   

3. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai 

serta mengurus kesejahteraan pegawai;  

4. menyiapkan perencanaan dan evaluasi kemampuan seluruh sumber daya manusia 

RSUD;  

5. melaksanakan kegiatan pelatihan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan 

seluruh sumber daya manusia di RSUD;  

6. memberikan saran dan pertimbangan atas upaya peningkatan kemampuan dan 

keterampilan seluruh sumber daya manusia di RSUD;  

7. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, praktek kerja dan kepaniteraan 

klinik yang dilaksanakan di RSUD; dan  

8. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Pendidikan Pelatihan. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 

 
A. PERJANJIAN KINERJA 

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka Analis SDM Aparatur Ahli Muda RSUD 

Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo sebagai berikut : 

 Sasaran : Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan diklat di lingkup RSUD 

dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo.  

 Indikator : 1. Keakuratan data kepegawaian  

     2. Terpenuhinya pengurusan hak-hak kepegawaian pegawai RSUD  

     3. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 

  Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Reviu Perjanjian Kinerja, Analis SDM 

Aparatur Ahli Muda RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo dengan sasaran indikator dan 

target sebagaimana dalam tabel seperti dibawah ini : 

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target 

Analis SDM Aparatur Ahli Muda 

RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya pengelolaan 

administrasi kepegawaian 

dan diklat di lingkup RSUD 

dr. Harjono S Kabupaten 

Ponorogo. 

1. Keakuratan Data kepegawaian 713 pegawai 

2. Terpenuhinya pengurusan hak-

hak kepegawaian pegawai 

RSUD dr. Harjono Ponorogo 

200 pegawai 

3. Jumlah ASN yang mengikuti 

Diklat  

30 pegawai  

 

B. CAPAIAN KINERJA 

 Capaian kinerja Analis SDM Aparatur Ahli Muda RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi masing-masing indikator dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan 

sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam 

dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk 

memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran 

sebagaiaman tabel 2.2 berikut : 
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Tabel 2.2 Skala Ordinari Pengukuran Capaian Kinerja 

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN 

4 Lebih dari 85% Sangat Baik 

3 70% sampai dengan 85% Berhasil 

2 55% sampai dengan 70% Cukup 

1 Kurang dari 55% Kurang 

 

 Adapun capaian kinerja Analis SDM Aparatur Ahli Muda RSUD Dr. Harjono S. 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Analis SDM Aparatur Ahli Muda  

RSUD Dr. Harjono S. 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 

 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 

pengelolaan 

administrasi 

kepegawaian 

dan diklat di 

lingkup RSUD dr. 

Harjono S 

Kabupaten 

Ponorogo. 

1. Keakuratan Data 

kepegawaian 

713 

pegawai 

885 

pegawai 

124% 

2. Terpenuhinya 

pengurusan hak-hak 

kepegawaian 

pegawai RSUD dr. 

Harjono Ponorogo 

200 

pegawai 

734 

pegawai 

367% 

3. Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat  

30 

pegawai  

34 pegawai 113% 

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Secara umum capaian kinerja sudah baik, semua diatas 100%. Capaian tersebut agar 

ditingkatkan kembali pada tahun-tahun berikutnya. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT 

Perlunya penyesuaian terhadap target kinerja di tahun mendatang supaya update dengan 

data yang selalu dinamis di akhir tahun. Kinerja diharapkan selalu mengalami kenaikan terus 

menerus dimasa-masa mendatang. 
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E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG 

 Laporan Kurang Baik 

 Laporan Sudah Baik 

 Laporan Diperbaiki 

 Laporan Diteliti Ulang 

 Capaian Diteliti Ulang 

 Lain-lain  
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BAB III 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja (LKj) Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Diklat RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo langkah yang baik sebagai pra 

evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengelola pelayanan kesehatan 

maka Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya Manusia dan Diklat RSUD 

Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk dapat mengikuti isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

 Adapun capaian kinerja Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Diklat RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan 

dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang. 

 

 

Mengetahui : 
Atasan Langsung 

Kepala Bagian SDM dan Diklat  
RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo 
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